
 
 

 
 

 
WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 
 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 
NOMOR  3 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak 

khusus kunjungan kerja yaitu kegiatan reses Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Pontianak, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Pontianak; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara  Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat  

II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara  Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 2756); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4286); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4712) ; 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104); 

 
14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  13   Tahun  

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional; 
 

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran 

Daerah Tahun 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21), 
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 7 Seri E Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 64); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan 

 
 

: 

 
 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN RESES PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

PONTIANAK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pontianak. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.  
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak. 
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Pontianak. 

7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.  
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8. Reses adalah masa kegiatan DPRD Kota Pontianak diluar kegiatan masa sidang yang 

dilaksanakan di luar gedung DPRD Kota Pontianak. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. 
 

BAB II 

KEGIATAN RESES 
     Pasal 2 

 

(1) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk 
mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. 

(2) Pelaksanaan kegiatan reses sepenuhnya diselenggarakan dan merupakan tanggung 

jawab  Anggota DPRD, serta  di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam mempersiapkan  
administrasi, memproses administrasi keuangan dan menghimpun laporan kegiatan 

reses. 
(3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas 

hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses disampaikan pada pimpinan DPRD dalam 
rapat paripurna. 

 

Pasal 3 
 

(1) Kegiatan reses dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Anggota DPRD 

dilaksanakan didalam wilayah Kota Pontianak. 
(2) Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 

(satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. 
(3) Untuk mendukung kelancaran kegiatan reses  Pimpinan DPRD dan  Anggota DPRD 

diberikan biaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 29.750.000 (dua puluh sembilan juta 
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah,-) perorang perkegiatan yang diberikan kepada pihak 

ketiga. 
(4) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan rincian berupa: 

a. konsumsi (Makan/minum); 

b. kudapan (snack);  
c. dokumentasi; dan 

d. dekorasi (spanduk). 
  BAB III 

    KETENTUAN PENUTUP 
  Pasal 4 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

               Ditetapkan di  Pontianak   
               pada tanggal   4 Januari 20162013     

 
    WALIKOTA PONTIANAK, 

    ttd                
     SUTARMIDJI 

anak;3.   Yang bersangkutan untuk diketahui dan 

dilaksanakan sebagaimanestinya. 

ntuk salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Daerah Kota Pontianak 

 

Toni Herianto, MT 

Pembina Utama Muda 
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Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal   4  Januari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
                        ttd 
             MOCHAMAD AKIP 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 3 


